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asa syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 

segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan 

tugasdan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama tahun 

2016 dan sekaligus menjadi bagian dari proses transformasi kelembagaan 

Kementerian Keuangan menuju perbaikan organisasi. 

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai 

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Review atas Laporan Kinerja. 

Sejak tahun 2007 dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang 

ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 

tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan,DJBC sebagai salah satu 

unsur Kementerian Keuangan telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja 
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berbasis Balanced Scorecards (BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar 

penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan 

pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak 

Kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan pada 

tahun 2016.  

LAKIN DJBC Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban 

atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC dalam rangka pencapaian 

Sasaran Strategis DJBC pada Tahun Anggaran 2016 yang tercermin dalam 

capaian IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2016 serta merupakan realisasi dari 

Rencana Kerja (Renja)Tahun Anggaran 2016 yang mengacu kepada Rencana 

Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2015-2019.  

Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran 

yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan 

publik tentang kinerja DJBC baik keberhasilan yang telah dicapai maupun 

kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2016.  

LAKIN DJBC setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 

untuk LAKIN DJBC Tahun 2015 memperoleh nilai 91,30 (kategori A/Sangat 

Baik). Hal ini menunjukkan ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada 

tahun 2015 untuk LAKIN DJBCTahun 2014memperoleh nilai85,04 (kategori 

A/Sangat Baik), pada tahun 2014 untuk hasil evaluasiLAKIP DJBC 2013 

memperoleh nilai 83,91 (kategori A/Sangat baik), pada tahun 2013untuk hasil 

evaluasi LAKIP DJBC 2012 memperoleh nilai 79,77 (kategori A/Sangat Baik), dan 

pada tahun 2012 untuk hasil evaluasi LAKIP DJBC 2011memperoleh nilai 78,48 

(kategori A/ Sangat Baik). 

Pada tahun 2016 ini beberapa capaian berhasil dicapai oleh DJBC dengan 

hasil yang baik, hal ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu 

kita syukuri bersama. Keberhasilan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan 

upaya optimal seluruh jajaran DJBC. Oleh karena itu selaku pimpinan DJBC 

kami mengucapkan selamat, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada segenap jajaran DJBC di seluruh Indonesia atas 
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keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan 

kepada DJBC.Harapan ke depan capaian yang baik ini perlu dipertahankan, 

ditingkatkan, dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik lagi. 

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, DJBCakan terus melakukan 

reformasi di bidang kepabeanan dan cukai melalui upaya penataan organisasi, 

penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan dan pengembangan Indikator 

Kinerja Utama di lingkungan DJBC yang dilakukan secara konsisten. Pada Tahun 

2016 ini DJBCmasih melanjutkan inisiatif-inisiatif strategis jangka pendek, jangka 

menegah, dan jangka panjang dalam cetak biru transformasi kelembagaanDJBC 

yang telah disusun pada tahun 2013bersama dengan konsultan McKinsey & 

Companysebagai pedoman DJBC dalam melakukan transformasi kelembagaan. 

LAKIN Tahun Anggaran 2016 ini disampaikan sebagai wujud 

akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada Menteri Keuangan RI dengan harapan 

semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan 

Kementerian Keuangan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada tahun-

tahun berikutnya. 

 

 

Direktur Jenderal 

 

Heru Pambudi 
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A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

UTAMA DJBC TAHUN 2016 

 

 Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 

Tahun Anggaran 2016 adalah wujud pertanggungjawaban atas pencapaian 

sasaran strategis DJBC pada tahun 2016 sebagaimana tercermin dalam capaian 

Indikator Kinerja Utama (IKU) DJBC Tahun 2016 yang tertuang dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) DJBC Tahun 2016, sebagaimana tertuang dalam Kontrak 

Kinerja Tahun 2016 Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri 

KeuanganNomor : 4/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016 dan addendum Kontrak 

Kinerja Nomor : 4A/KK/2016 tanggal 20 Juli 2016. Disamping itu LAKIN DJBC 

Tahun 2016 ini juga disusun sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam 

pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya. 

Tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang-undang kepada 

DJBC sebagai institusi negara adalah bertanggung jawab dalam merumuskan 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
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serta melaksanakan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, DJBC menetapkan 

landasan kerja yang akan dijadikan acuan dan tolok ukur dalam pelaksanaan 

tugas yaitu berupa Visi, Misi, dan Tujuan yang harus dijadikan pedoman bagi 

setiap pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas. 

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut DJBC telah 

merumuskan sasaran-sasaran strategis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut 

dalam peta strategi Kemenkeu-One Tahun 2016 berdasarkan konsep Balanced 

Scorecards (BSC). Implementasi konsep manajemen kinerja berbasis BSC di DJBC 

sejalan dengan program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan serta  

didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2012 

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan yang 

diperbaharui melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 

tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.  

Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang 

didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah 

diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian 

outcome).Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta 

Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan 

keseluruhan perjalanan strategi organisasi. 

Peta Strategi DJBC Tahun 2016 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja 

Nomor: 4/KK/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang dapat dilihat dalam diagram 

dibawah ini: 
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PETA STRATEGI DJBC 2016 

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC Tahun 2015telah ditetapkan 14 

(empat belas) Sasaran Strategis (SS) dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja 

Utama (IKU).SS dan IKU initelah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 

(PK) yang merupakan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
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dengan Menteri Keuangan pada tahun 2016. Sasaran Strategis dan IKU DJBC 

pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

 

Tabel Sasaran Strategis dan IKU  

Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja DJBC Tahun Anggaran 2016 

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1. Peningkatan kelancaran 
arus barang dalam 
rangka mendukung 
Sislognas 

1a-CP Waktu penyelesaian 
proses kepabeanan  

1,2 hari 

2. Penegakan hukum 
yang efektif  

2a-CP Persentase hasil 
penyidikan yang telah 
dinyatakan lengkap oleh 
kejaksaan (P21) 

60% 

 

2b-N Persentase kemenangan 
sengketa banding di 
Pengadilan Pajak 

30% 

3. Penerimaan negara di 
sektor kepabeanan dan 
cukai yang optimal 

3a-N Persentase realisasi 
penerimaan bea dan cukai 

100% 

3b-N Jumlah peningkatan 
penerimaan bea dan cukai 

Rp 3 T 

4. Kepuasan pengguna 
layanan yang tinggi  

4a-CP Indeks kepuasan 
pengguna layanan 

4 

(Skala 5) 

5. Kepatuhan pengguna 
layanan yang tinggi  

5a-CP Persentase kepatuhan 
importir jalur prioritas 
kepabeanan 

80% 

5b-N Persentase piutang bea 
dan cukai yang 
diselesaikan  

82% 

6. Analisis perumusan 
kebijakan yang optimal 

6a-N Indeks penyelesaian 
rumusan kebijakan di 
bidang kepabeanan 
internasional  

3 

(Skala 4) 
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No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

6b-N Deviasi proyeksi 
perencanaan kas 
pemerintah pusat 

5% 

7. Peningkatan pelayanan 
prima  

7a-N Rata-rata persentase 
realisasi janji layanan 
unggulan 

100% 

8. Edukasi dan 
komunikasi yang 
efektif  

8a-N Indeks efektivitas edukasi 
dan komunikasi 

79 

(Skala 100) 

9. Peningkatan efektivitas 
pengawasan 
kepabeanan dan cukai 

9a-CP Persentase keberhasilan 
pelaksanaan joint audit 

88,2% 

9b-N Persentase tindak lanjut 
temuan pelanggaran 
kepabeanan dan cukai 

80% 

9c-N Indeks efektivitas 
pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai 

4,25 

(Skala 5) 

10. Pengendalian mutu 

yang optimal 

10a-CP Persentase rekomendasi 

BPK atas LKPP dan LK 
BUN yang ditindaklanjuti 

48% 

10b-N Rata-rata persentase 
tingkat efektivitas 
monitoring dan 
pengawasan kepatuhan 
internal 

85% 

10c-N Persentase hit-rate dari 
importasi jalur merah 

25% 

11. SDM yang kompetitif  11a-N Persentase pemenuhan 
standar soft dan hard 
competency 

90% 

12. Organisasi yang 
kondusif 

12a-CP Persentase implementasi 
inisiatif Transformasi 
Kelembagaan 

87% 
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No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

12b-N Tingkat penyelesaian 
pengembangan jabatan 
fungsional 

75% 

13. Sistem informasi 
manajemen yang andal 

13a-CP Tingkat downtime sistem  
TIK 

1% 

13b-N Persentase penyelesaian 
tahapan integrasi sistem 
kepabeanan dan cukai 

75% 

14. Pengelolaan anggaran 
yang optimal 

14a-CP Persentase kualitas 
pelaksanaan anggaran 

95% 

Keterangan :  Kode CP adalah Kode IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide 

 

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja dapat tercapai dengan baik 

walaupun masih terdapat beberapa IKU yang pencapaiannya berada sedikit 

dibawah target yang ditetapkan. Dari 24 IKU, terdapat 21 IKU berstatus “hijau” 

(realisasi minimal 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU berstatus “kuning” 

(realisasi minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU 

berstatus “merah” (realisasi kurang dari 80 dari target yang ditetapkan) dan 1 

IKU berstatus “abu-abu”. Satu IKU yang capaiannya “kuning” yaitu IKU 

“Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai“. Satu IKU dengan status capaian 

merah yaitu “Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai”. Sedangkan satu 

IKU berstatus abu-abu yaitu IKU “Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LK BUN yang ditindaklanjuti”. 

Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 2015 

dapat disajikan sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel Capaian Kinerja DJBC T.A. 2016 

KODE IKU 
Tahun 2016 

Target Realisasi % 

SS-1 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas 

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan 1,2 hari 0,81 hari 120% 

SS-2 Penegakan hukum yang efektif  

2a-CP 
Persentase hasil penyidikan yang telah 
dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) 

60% 94,87% 120% 

2b-N 
Persentase kemenangan sengketa 
banding di Pengadilan Pajak 

30% 66,94% 120% 

SS-3 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 

3a-N 
Persentase realisasi penerimaan bea dan 
cukai 

100% 97,15% 97,15% 

3b-N 
Jumlah peningkatan penerimaan bea dan 
cukai 

Rp 3 T Rp854M 0% 

SS-4 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 

4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 
4  

(Skala 5) 
4,04 101% 

SS-5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 

5a-CP 
Persentase kepatuhan importir jalur 
prioritas kepabeanan 

80% 86,94% 108,67% 

5b-N 
Persentase piutang bea dan cukai yang 
diselesaikan 

82% 93,32% 113,80% 

SS-6 Analisis perumusan kebijakan yang optimal 

6a-N 
Indeks penyelesaian rumusan kebijakan 
di bidang kepabeanan internasional 

3  
(Skala 4) 

3,67 120% 

6b-N 
Deviasi proyeksi perencanaan kas 
pemerintah pusat 

5% 2,74% 120% 

SS-7 Peningkatan pelayanan prima 

7a-N 
Rata-rata persentase realisasi janji 
layanan unggulan 

100% 114,19% 114,19% 

SS-8 Edukasi dan komunikasi yang efektif 

8a-N 
Indeks efektivitas edukasi dan 
komunikasi 

79  
(Skala 
100) 

82,43 104,34% 

SS-9 Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai 

9a-CP 
Persentase keberhasilan pelaksanaan 
Joint Audit 

88,2% 104,78% 118,80% 

9b-N Persentase tindak lanjut temuan 80% 94,75% 118,44% 
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KODE IKU 
Tahun 2016 

Target Realisasi % 

pelanggaran kepabeanan dan cukai 

9c-N 
Indeks efektivitas pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai 

4,25  
(Skala 5) 

4,50 105,88% 

SS-10 Pengendalian mutu yang optimal 

10a-CP 
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP 
dan LK BUN yang ditindaklanjuti  

48% N/A N/A 

10b-N 
Rata-rat persentase tingkat efektivitas 
monitoring dan pengawasan kepatuhan 
internal 

85% 97,1% 114,24% 

10c-N 
Persentase hit rate dari importasi jalur 

merah 
25% 34,70% 120% 

SS-11 SDM yang kompetitif 

11a-N 
Persentase pemenuhan standar softdan 
hard competency 

90% 95,84% 106,49% 

SS-12 Organisasi yang kondusif 

12a-CP 
Persentase implementasi inisiatif 
Transformasi Kelembagaan 

87% 100% 114,94% 

12b-N 
Tingkat penyelesaian pengembangan 
jabatan fungsional 

70% 100% 120% 

SS-13 Sistem manajemen informasi yang andal 

13a-CP Tingkat downtime sistem TIK 1% 0,30% 120% 

13b-N 
Persentase penyelesaian tahapan 
integrasi sistem kepabeanan dan cukai 

75% 99,79% 120% 

SS-14 Pengelolaan anggaran yang optimal 

14a-CP 
Persentase kualitas pelaksanaan 
anggaran 

95% 97,06% 102,17% 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 108,46 

Keterangan :  CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N= IKU Non-Cascading 
Indeks Capaian IKU maksimal 120% 
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B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN 

SASARAN  

 

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada 

tahun 2015, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal 

maupun internal terkait dengan penerimaan, pelayanan, dan pengawasan. 

Kendala dari faktor internal antara lain sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya beberapa kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai 

diantaranya sebagai berikut: 

- penetapan nilai pabean dan tarif Pemberitahuan Impor Barang; 

- pengawasan laut di pesisir timur sumatera dan kawasan timur Indonesia; 

- pemantauan atas perusahaan yang mendapat fasilitas; 

- analisa/inventarisasi kapasitas produksi pabrik Barang Kena Cukai(BKC); 

- inventarisasi distributor/subdistributor dalam melakukan operasi pasar 

yang mempunya risiko tinggi atas peredaran BKC; 

- operasi penindakan atas sindikat pita cukai palsu dan jual beli pita cukai 

ilegal; 

- pengawasan atas peredaran barang impor dan BKC di Kawasan Bebas; 

- Joint Audit; dan 

- pengawasan ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk impotir 

Very High Risk Importer (VHRI). 

2. Belum optimalnya pertukaran informasi antar unit internal DJBC, seperti: 

- Informasi updating Database Nilai Pabean dan klasifikasi dari unit 

vertikal kepada unit pengelola Database Nilai Pabean di Kantor Pusat; 

- Informasi updating profil dari kantor vertikal (KPU BC dan KPPBC) 

kepada unit pengelola profil importir di Kantor Pusat. 

 

Sedangkan kendala dari faktor eksternal antara lain: 

1. Kondisi perekonomian global dan domestik yang masih mengalami 

penurunan; 
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2. Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama 

perdagangan Free Trade Agreements (FTAs). Sejak ASEAN mengembangkan 

kerjasama perdagangan dengan mitranya, dimulai dengan Tiongkok tahun 

2004, hingga kini Indonesia telah mengimplementasikan 7 kerjasama 

perdagangan bebas (FTA) baik dalam forum bilateral maupun regional. Saat 

ini terdapat6 FTA sedang dalam proses negosiasi. Dengan berlakunya 

berbagai skema FTA tersebut maka tarif bea masuk efektif rata-rata akan 

cenderung terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun; 

3. Impor barang modal, bahan baku dan pendukung industri relatif turun, 

secara umum impor barang modal, bahan baku dan barang penolong/ 

pendukung industri berkontribusi besar terhadap penerimaan bea masuk; 

4. Harga komoditas ekspor yang rendah; 

5. Penerimaan Bea Keluar hanya berasal dari komoditas bungkil kelapa sawit, 

kakao, kayu dan kulit yang nilainya relatif kecil serta dari komoditas 

konsentrat mineral; 

6. Peningkatan produksi MMEA di semester I 2016 akibat rencana kenaikan 

tarif cukai MMEA impor pada semester II 2016; 

7. Perubahan pola pembayaran cukai (dampak PMK 20 tahun 2015); 

8. Adanya ketentuan di bidang kesehatan (PP 109 dan Permenkes 28); 

9. Peredaran rokok ilegal; 

10. Luasnya wilayah pengawasan DJBC dibandingkan dengan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang ada; 

11. Meningkatnya kejahatan lintas negara (transnational crime) yang pencegahan 

dan penindakannya memerlukan kerjasama lintas negara, terutama 

kerjasama internasional dengan administrasi pabean negara lain, baik 

kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral; 

12. Terus meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang 

tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas. 

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 

strategis di tahun 2016, DJBC telah melakukan strategi-strategi sebagai berikut : 
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1. Melakukan upaya optimalisasi penerimaan melalui kebijakan tarif, yaitu 

intensifikasi melalui penyesuaian tarif cukai dengan tetap memperhatikan 

petani tembakau dan keberlangsungan industri rokok;

2. Melakukan penyesuaian tarif Minuman yang Mengandung Etil Alkohol 

Impor;

3. Melakukan peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia 

(Indonesia National Single Window) dan Indonesia Single Risk Management;

4. Pembentukan Pusat Logistik Berikat

5. Penurunan Dwelling Time pada pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan 

besar lainnya;

6. Melakukan implementasi penuh sistem pembayaran penerimaan negara 

melalui Billing System Modul Penerimaan Negara Generasi 2;

7. Melakukan sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak berupa integrasi Nomor 

Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pertukaran 

data;

8. Meningkatkan penegakan hukum di bidang cukai khususnya terkait rokok 

dan minuman mengandung etil alkohol ilegal;

9. Melakukan intensifikasi penindakan pelanggaran kepabeanan dengan patroli 

laut;

10. Optimalisasi pengawasan ekspor melalui pengawasan modus antar pulau, 

penguatan fungsi laboratorium dan audit eksportir;

Selain itu,DJBC juga terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi 

melalui pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan yang diwujudkan dalam pelaksanaan 10 

(sepuluh) Inisiatif Strategis (IS) yang dimiliki DJBC sebagaimana ditetapkan 

dalam blueprint Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.
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A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 
 

 

1. Tugas dan Fungsi 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai 

tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara 

di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, DJBC 

menyelenggarakan fungsi  : 

a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan 

dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan 

dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai; 

c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang 

kepabeanan dan cukai; 

d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di di bidang pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang 

kepabeanan dan cukai; 

e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, 

penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang 

kepabeanan dan cukai; 

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan 

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

 

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, struktur 

organisasi DJBC sampai dengan 31 Desember 2016 dapat dikelompokkan 

sebagai berikut : 

 11 Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat (Sekretariat DJBC, Direktorat 

Teknis Kepabeanan, Direktorat Fasilitas Kepebeanan, Direktorat Teknis dan 

Fasilitas Cukai, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, 

Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Informasi 

Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Kepatuhan Internal, Direktorat Audit 
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Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Penindakan an Penyidikan, dan 

Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis); 

 3 Tenaga Pengkaji pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Tenaga Pengkaji 

Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai, Tenaga 

Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dan 

Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi); 

 16 Kantor Wilayah Bea dan Cukai (KWBC Aceh, KWBC Sumatera Utara, 

KWBC Riau dan Sumatera Barat, KWBC Khusus Kepulauan Riau, KWBC 

Sumatera Bagian Selatan, KWBC Banten, KWBC Jakarta, KWBC Jawa Barat, 

KWBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, KWBC Jawa Timur I, KWBC Jawa 

Timur II, KWBC Bali, NTB dan NTT, KWBC Kalimantan Bagian Barat, KWBC 

Kalimantan Bagian Timur, KWBC Sulawesi, dan KWBC Maluku, Papua dan 

Papua Barat); 

 3 Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU Bea dan Cukai Tipe A 

Tanjung Priok, KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan KPU Bea dan Cukai 

Tipe C Soekarno Hatta); 

 117 Kantor Pelayanan, yang terdiri dari 3 KPPBC Tipe Madya Cukai, 7 

KPPBC Tipe Madya Pabean, 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A, 21 KPPBC Tipe 

Madya Pabean B, 26 KPPBC Tipe Madya Pabean C, 50 KPPBC Tipe Pratama; 

 148 Kantor Bantu Layanan Bea dan Cukai; 

 692 Pos Pengawasan Bea dan Cukai; 

 5 Pangkalan Sarana Operasi, yang terdiri dari 1 Tipe A dan 4 Tipe B; dan 

 3 Balai Pengujian dan Identifikasi barang yang terdiri dari 1 Tipe A dan 2 Tipe 

B. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, struktur organisasi instansi vertikal DJBC akan mengalami reorganisasi 

pada tahun 2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan) yaitu antara lain : 

1. Kantor Wilayah Bea dan Cukai yang sebelumnya berjumlah 16 akan menjadi 

20 Kantor Wilayah Bea dan Cukai. 
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2. KPPBC yang sebelumnya  117 Kantor Pelayanan dengan rincian : 

- 3 KPPBC Tipe Madya Cukai 

- 7 KPPBC Tipe Madya Pabean 

- 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A 

- 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B 

- 26 KPPBC Tipe Madya Pabean C 

- 50 KPPBC Tipe Pratama 

menjadi 104 Kantor Pelayanan dengan rincian : 

- 3 KPPBC Tipe Madya Cukai 

- 7 KPPBC Tipe Madya Pabean 

- 10 KPPBC Tipe Madya Pabean A 

- 21 KPPBC Tipe Madya Pabean B 

- 63 KPPBC Tipe Madya Pabean C 
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B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI 
 

Berdasarkan Rencana Strategis DJBC 2015-2019, Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai adalah salah satu institusi pemerintah yang mempunyai peran yang 

sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, terutama 

memperlancar arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional 

(SISLOGNAS), melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, menjaga 

wilayah perbatasan negara, serta melaksanakan pemungutan terhadap barang-

barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-

undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan 

pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama 

untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta 

meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. 

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor              

KEP - 105/BC/2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai, DJBC memiliki 3 Misi yaitu : 

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri. 

2. Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari 

penyelundupan dan perdagangan ilegal. 

3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. 

Terkait 3 (tiga) misi tersebut, DJBC memiliki langkah-langkah untuk 

mewujudkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang merupakan 

fungsi utama dari DJBC, antara lain: 

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian 

fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. 

2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan 

memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur 

kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang andal. 

3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional 

melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan 
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keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang 

dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi. 

4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang 

kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan 

manajemen risiko yang andal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta 

penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. 

5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan 

konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat 

membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan 

masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan 

dan keseimbangan. 

6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, 

dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. 

Sebagai salah satu institusi pendukung pemerintah, DJBC memiliki peran 

dalam mewujudkan 2 (empat) dari 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintah 

(NAWA CITA) yaitu : 

a. Nawa Cita (1) Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap 

Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara. 

DJBC berperan dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah menguatnya keamanan laut dan 

daerah perbatasan dalam rangka menjamin kedaulatan dan integritas 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengamankan sumber 

daya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

b. Nawa Cita (3) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat 

Daerah-Daerah dan Desa Dalam Rangka Kerangka Negara Kesatuan. 

DJBC berperan dalam rangka Pengembangan Kawasan Perbatasan. Sasaran 

yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kerjasama dan pengelolaan 

perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan 

meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya 

kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan. 
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Sejalan dengan hal tersebut, DJBC juga berkomitmen untuk mendukung 

pencapaian 2 (dua) dari 7 (tujuh) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2015-2019 yaitu : 

a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi 

perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai. 

Kondisi yang ingin dicapai dalam optimalisasi penerimaan negara dan 

reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai 

adalah penerimaan pajak negara yang optimal, penerimaan negara di sektor 

kepabeanan dan cukai yang optimal dan peningkatan kelancaran arus 

barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional. 

b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai 

serta perbatasan. 

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pengawasan di 

bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi 

pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta 

melaksanakan fungsi sebagai border management. 
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C. SUMBER DAYA ORGANISASI 
 

 

Dalam menjalankan tugasnya, per 21 Desember 2016 DJBC didukung oleh 

13.896 orang pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor 

Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan, Balai Pengujian dan Identifikasi Barang, Pangkalan Sarana Operasi, 

serta Kantor Bantu Layanan dan Pos Pengawasan. 

Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan 

kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel Data Pegawai DJBC Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016 

Jabatan 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

Eselon I             1  -             1  

Eselon II           32              1            33  

Eselon III         220            11          231  

Eselon IV      1.144          111       1.255  

Eselon V      1.517          242       1.759  

PFPD (Fungsional)         209            18          227  

Auditor (Fungsional)         293            12          305  

Pranata Komputer           31              11            42  

Tenaga Medis (Fungsional)             -              8              8  

Pelaksana      8.640       1.395       10.035  

Total     12.087       1.809      13.896  

         Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat DJBC 
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Tabel Data Pegawai DJBC Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2016 

Pangkat/ Golongan Ruang 

Jumlah Persentase 

 A B C D E 

Golongan IV 423 141 23 6 - 593 4,27% 

Golongan III 1.104 2.302 873 1.010 - 5.289 38,06% 

Golongan II 3.301 1.458 1.916 1.338 - 8.013 57,66% 

Golongan I - - - 1 - 1 0,01% 

Total 13.896 100% 

Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat DJBC 

 

Tabel Data Pegawai DJBC Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016 

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase 

S3 12 0,07% 

S2 1.313 9,31% 

D.IV/S1 3.443 24,82% 

D.III 1.701 12,91% 

D.I 4688 33,74% 

SMA 2.605 18,75% 

SMP 105 0,76% 

SD 29 0,21% 

Total 13.896 100% 

             Sumber data : Bagian Kepegawaian Sekretariat DJBC 
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Komposisi pegawai DJBC terdiri atas pegawai laki-laki sejumlah 12.087 

orang (86,98%) dan pegawai perempuan sejumlah 1.809 orang (13,02%). Jumlah 

pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah pegawai Golongan IV 

sejumlah 593 orang (4,27%), Golongan III sejumlah 5.289 orang (38,06%), 

Golongan II sejumlah 8.013 orang (57,66%), dan Golongan I sejumlah 1 orang 

(0,01%). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pendidikannya adalah 

pegawai yang memiliki gelar S3 sejumlah 12 orang (0,09%), gelar S2 sejumlah 

1.313 orang (9,45%), gelar S1/Diploma IV (D.IV) sejumlah 3.443 orang (24,78%), 

Diploma III (D.III) sejumlah 1.701 orang (12,24%), Diploma I (D.I) sejumlah 4.688 

orang (33,74%), SMA sejumlah 2.605 orang (18,75%), SMP sejumlah 105 orang 

(0,76%), dan pendidikan tingkat SD sejumlah 29 orang (0,21%). 
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D. SISTEMATIKA PELAPORAN 
 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) DJBC Tahun 2016 ini disusun dengan 

sistematika penyajian sebagai berikut : 

Bab I    Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan 

kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama 

(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin 

yang ditampilkan adalah sebagai berikut: 

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; 

B. Peran Strategis Organisasi; 

C. Sumber Daya Organisasi; 

D. Sistematika Pelaporan. 

Bab II   Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja atau 

Kontrak Kinerja Kemenkeu-One tahun 2016, sebagai berikut: 

A. Rencana Strategis 

Pada sub bab ini disajikan pernyataan visi dan misi, penetapan 

tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan. 

B. Penetapan Perjanjian Kinerja 

Pada sub bab ini disajikan Peta Strategi DJBC tahun 2016 dan 

rincian Sasaran Strategis dan IKU sesuai dengan Kontrak Kinerja 

tahun 2016. 

Bab III  Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai 

dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2016 yang memuat 

penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi. 
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B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2016 

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi 

sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara 

realisasi IKU yang terdapat dalam Peta Strategi DJBC tahun 2016 

dengan targetnya serta analisa atas ketercapaian atau 

ketidaktercapaian target. 

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya  

Pada sub bab ini diuraikan capaian-capaian organisasi selama satu 

tahun, berupa kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak 

terukur di dalam BSC. 

D. Realisasi Anggaran 

Pada sub bab ini disajikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta 

realisasi anggaran untuk membiayai program dan kegiatan DJBC 

selama Tahun Anggaran 2016. 

Bab IV  Penutup 

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi 

serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan 

organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya. 
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A. RENCANA STRATEGIS 
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  

Perencanaan Pembangunan Nasional setiap Kementerian diwajibkan menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang 

disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode 

lima tahun dan menyusun Rencana Pembangunan Tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga 

(Renja-KL) untuk periode satu tahun. 

Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut dan dengan 

memperhatikan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 
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5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga 2015-2019, Kementerian Keuangan telah menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 yang 

merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berisi tujuan, 

sasaran dan kebijakan Kementerian Keuangan untuk periode lima tahun sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tanggal 27 Maret 2015 

tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019.  

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga telah menyusun 

Renstra tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, 

serta strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Renstra DJBC 

Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan KEP-77/BC/2015 tanggal 27 April 

2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2015-

2019. Kemajuan pencapaian target Renstra DJBC Tahun 2015-2019 pada tahun 

2016 ini dapat dilihat pada Lampiran III. 

 

1. Visi dan Misi 
 

Memperhatikan dinamika lingkungan yang dihadapi, Visi dan Misi DJBC 

telah mengalami penyempurnaan sehingga mampu mencerminkan cita-cita 

tertinggi DJBC, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan 

menanamkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC. 

Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk 

memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka 

panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam 

pembangunan nasional.  

Visi, Misi DJBC yang telah disempurnakan tersebut telah ditetapkan 

dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 

tanggal 29 Agustus 2014 tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai. Pernyataan Visi DJBC adalah: 

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia” 

Visi ini bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk 

menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang 
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terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan 

pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta  

pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai. 

Sebagai sebuah institusi pemerintah, DJBC memiliki sesuatu yang harus 

diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang berupa misi 

Direktorat Jenderal. Pernyatan Misi DJBC yaitu: 

a. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri; 

b. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan 

dan perdagangan ilegal; 

c. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. 

 

2. Fungsi Utama  
 

Fungsi utama merupakan bentuk penjabaran/artikulasi dari 3 (tiga) misi 

DJBC yang menggambarkan fungsi-fungsi utama (core business) yang menjadi 

wewenang DJBC. Fungsi utama DJBC yaitu: 

a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian 

fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. 

b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar 

logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan 

dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang andal. 

c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional 

melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan 

keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang 

dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi. 

d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang 

kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan 

manajemen risiko yang andal, intelijen dan penyidikan yang kuat, 

penindakan yang tegas, dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat. 

e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan 

konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat 
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membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan 

masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan 

dan keseimbangan. 

f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, 

dan cukai guna menunjang pembangunan nasional. 

 
3. Tujuan dan Sasaran  
 

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019, telah 

ditetapkan 7 (tujuh) tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai bertanggung-jawab pada pencapaian 2 (dua) tujuan Kementerian 

Keuangan yaitu:  

a. Tujuan kedua : Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi 

perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan  

b. Tujuan keenam : Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai 

serta perbatasan. 

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, 

DJBC telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut: 

a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan 

negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan 

dan cukai adalah: 

1) Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem 

Logistik Nasional, dengan indikator percepatan waktu penyelesaian 

proses kepabeanan (customs clearance time) untuk mendukung upaya 

penurunan rata-rata waktu bongkar kontainer/peti kemas dari kapal 

hingga keluar dari pelabuhan (dwelling time). 

2) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal, 

dengan indikator pencapaian target penerimaan bea dan cukai yang 

ditetapkan dalam APBN/APBN-P. 

b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan 

di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi 

pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta 
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melaksanakan fungsi sebagai border management, dengan indikator proses 

tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai. 

c. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian 

Keuangan 2015-2019, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan 

kinerja organisasi, DJBC telah menetapkan pula beberapa sasaran strategis 

sebagaimana tercantum juga pada Peta Strategi Direktur Jenderal tahun 2016 

serta penjelasan dalam Manual IKU yaitu: 

1) Sasaran strategis penegakan hukum yang efektif. Penegakan hukum 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan 

terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. 

Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak 

keuangan negara dan perlindungan masyarakat, industri dalam negeri 

dan kepentingan nasional, dengan indikator keberhasilan penyidikan di 

bidang kepabeanan dan cukai dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21). 

2) Sasaran strategis kepuasan pengguna layanan yang tinggi terhadap 

pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan 

hasil survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen. 

3) Sasaran strategis kepatuhan pengguna layanan kepabeanan dan cukai 

yang tinggi dalam menaati setiap peraturan di bidang kepabeanan dan 

cukai yang telah ditetapkan. 

4) Sasaran strategis analisis perumusan kebijakan yang optimal dalam 

upaya pengkajian dan proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang 

berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah 

organisasi ke depan, serta perumusan kebijakan atas proses penelaahan 

permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pada 

pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar 

internasional.  

5) Sasaran strategis peningkatan pelayanan prima dalam rangka 

pelaksanaan tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dengan 

mengutamakan kepentingan pengguna layanan (customer) dan mengacu 
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kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan 

memfasilitasi perdagangan. 

6) Sasaran strategis edukasi dan komunikasi yang efektif untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang 

kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses 

pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. 

7) Sasaran strategis pengendalian mutu yang optimal dalam rangka 

mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, memantau pekerjaan 

maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan/peraturan yang berlaku. 

8) Sasaran strategis Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif dalam 

upaya membentuk SDM DJBC yang memiliki nilai kompetensi sama 

atau di atas Standar Kompetensi Jabatan Kementerian Keuangan, baik 

hard maupun soft competencies untuk kepentingan jangka panjang. 

9) Sasaran strategis organisasi yang kondusif dalam rangka membentuk 

organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal maupun unit pelaksana 

teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas 

dan tuntutan masyarakat. 

10) Sasaran strategis sistem informasi manajemen yang andal yang 

merupakan perwujudan suatu kesatuan sistem informasi yang utuh 

dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, serta 

mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dan sumber daya yang 

ada secara keseluruhan. 

11) Sasaran strategis pengelolaan anggaran yang optimal dalam rangka 

pengelolaan sumber daya organisasi berupa dana yang tersedia dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) yang harus dikelola dengan 

optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  
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4. Program dan Kegiatan 

 
Pelaksanaan tujuan dan sasaran strategis DJBC yang telah ditetapkan 

secara lebih rinci diterjemahkan dalam Rencana Kerja (Renja) DJBC, yang 

merupakan penjabaran secara tahunan dari kegiatan dalam Rencana Strategis 

DJBC tahun 2015-2019. Renja DJBC berisi program, kegiatan, Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) dan output beserta targetnya. Rincian program dan kegiatan 

DJBC pada tahun 2016 tertuang dalam matriks kinerja Renja DJBC tahun 2016 

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran II. 
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B. PERJANJIAN KINERJA 

 

 

Perjanjian Kinerja (PK) pada 

dasarnya adalah pernyataan 

komitmen yang merepresentasikan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja 

secara jelas dan terukur dalam rentang 

waktu satu tahun. Perjanjian kinerja 

disusun dengan menetapkan sasaran 

yang mencerminkan sesuatu yang 

akan dicapai secara nyata dari 

pelaksanaan program dalam rumusan 

yang spesifik, terukur, dan 

berorientasi pada hasil (outcome). 

Dalam penyusunan perjanjian kinerja 

juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta 

penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.  

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2016 DJBC disusun dengan 

mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Cards 

(BSC) sehingga kinerja DJBC diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja 

Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator 

keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian 

outcome) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai dengan Menteri Keuangan tahun 2016. 

Perjanjian Kinerja yang berisi Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC telah 

sejalan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Pelaporan 

Kinerja. 
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Dalam konsep BSC, Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan 

dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang 

menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi DJBC 

Tahun 2016 tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor : 4/KK/2016 tanggal 19 

Januari 2016 dan addendum Kontrak Kinerja Nomor : 4A/KK/2016 tanggal 20 

Juli 2016 yaitu sebagaimana dalam diagram berikut: 

 
Diagram  PETA STRATEGI DJBC Tahun 2016 
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Peta Strategi terdiri dari sejumlah SS yang dikelompokkan dalam berbagai 

perspektif. Perspektif merupakan cara pandang yang digunakan dalam BSC 

untuk mengelola kinerja organisasi. Sesuai dengan perspektif dalam BSC 

Kemenkeu, terdapat 4 perspektif pada DJBC yaitu Stakeholder Perspective, 

Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth 

Perspective. 

 Dalam Peta Strategi DJBC Tahun 2016 telah ditetapkan 14 (empat belas) 

Sasaran Strategis (SS) dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). 

Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam 

dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja DJBC Tahun 2016) adalah sebagai 

berikut : 

Tabel  Sasaran Strategis dan IKU DJBC Tahun 2016 

No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

1. Peningkatan kelancaran 
arus barang dalam 
rangka mendukung 
Sislognas  

1a-CP Waktu penyelesaian proses 
kepabeanan  

1,2 hari 

2. Penegakan hukum yang 
efektif  

2a-CP Persentase hasil penyidikan 
yang telah dinyatakan 
lengkap oleh kejaksaan (P21)  

60% 

 

2b-N Persentase kemenangan 
sengketa banding di 
Pengadilan Pajak 

30% 

3. Penerimaan negara di 
sektor kepabeanan dan 
cukai yang optimal 

3a-N Persentase realisasi 
penerimaan bea dan cukai 

100% 

3b-N Jumlah peningkatan 
penerimaan bea dan cukai  

Rp 3 T 

4. Kepuasan pengguna 
layanan yang tinggi  

4a-CP Indeks kepuasan pengguna 
layanan 

4 

(Skala 5) 

5. Kepatuhan pengguna 
layanan yang tinggi  

5a-CP Persentase kepatuhan 
importir jalur prioritas 
kepabeanan  

80% 
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No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

5b-N Persentase piutang bea dan 
cukai yang diselesaikan  

82% 

6. Analisis perumusan 
kebijakan yang optimal  

6a-N Indeks penyelesaian 
rumusan kebijakan di 
bidang kepabeanan 
internasional  

3 

(Skala 4) 

6b-N Deviasi proyeksi 
perencanaan kas pemerintah 
pusat 

5% 

7. Peningkatan pelayanan 
prima  

7a-N Rata-rata persentase realisasi 
janji layanan unggulan  

100% 

8. Edukasi dan komunikasi 
yang efektif  

8a-N Indeks efektivitas edukasi 
dan komunikasi  

79 

(Skala 100) 

9. Peningkatan efektivitas 
pengawasan kepabeanan 
dan cukai 

9a-CP Persentase keberhasilan 
pelaksanaan joint audit 

88,2% 

9b-N Persentase tindak lanjut 
temuan pelanggaran 
kepabeanan dan cukai 

80% 

9c-N Indeks efektivitas 
pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai  

4,25 

(Skala 5) 

10. Pengendalian mutu yang 
optimal 

10a-CP Persentase rekomendasi 
BPK atas LKPP dan LK BUN 
yang ditindaklanjuti  

48% 

10b-N Rata-rata persentase tingkat 
efektivitas monitoring dan 
pengawasan kepatuhan 
internal 

85% 

10c-N Persentase hit-rate dari 
importasi jalur merah 

25% 

11. SDM yang kompetitif  11a-N Persentase pemenuhan 
standar soft dan hard 
competency 

90% 

12. Organisasi yang 
kondusif  

12a-CP Persentase implementasi 
inisiatif Transformasi 
Kelembagaan 

87% 
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No. 
Sasaran 

Program/Kegiatan 
Indikator Kinerja Target 

12b-N Tingkat penyelesaian 
pengembangan jabatan 
fungsional 

75% 

13. Sistem informasi 
manajemen yang andal  

13a-CP Tingkat downtime sistem  
TIK 

1% 

13b-N Persentase penyelesaian 
tahapan integrasi sistem 
kepabeanan dan cukai 

75% 

14. Pengelolaan anggaran 
yang optimal  

14a-CP Persentase kualitas 
pelaksanaan anggaran 

95% 

Keterangan :  Kode CP adalah Kode IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide 
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A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 
 

 

Pengukuran tingkat capaian kinerja DJBC tahun 2016 sesuai dengan 

konsep BSC dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-One DJBC 

Tahun 2016 dengan targetnya.  

Secara umum target IKU DJBC Tahun 2016 sebagaimana tertuang 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja dapat tercapai dengan baik 

walaupun masih terdapat 4 IKU yang pencapaiannya berada di bawah target 

yang ditetapkan. Dari 24 IKU, terdapat 21 IKU berstatus “hijau” (realisasi 
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minimal 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU berstatus “kuning” (realisasi 

minimal 80% dan kurang dari 100% dari target yang ditetapkan), 1 IKU 

berstatus “merah” (realisasi kurang dari 80% dari target yang ditetapkan) dan 1 

IKU berstatus “abu-abu”.  

Satu IKU dengan capaian “kuning” yaitu IKU “Persentase realisasi 

penerimaan bea dan cukai “. Satu IKU dengan capaian “merah” yaitu IKU 

“Jumlah peningkatan penerimaan bea dan cukai”. Sedangan satu IKU yang 

berstatus “abu-abu” yaitu IKU “Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 

LK BUN yang ditindaklanjuti”. Rincian status IKU tersebut dapat dilihat pada 

diagram berikut: 

 

Gambar 3.1 Rincian Status Capaian Kinerja DJBC T.A 2016 

Capaian Tahun 2016, dari 24 IKU terdapat: 

 IKU berstatus Hijau : 21 

 IKU Berstatus Kuning : 1 

 IKU Berstatus Merah : 1 

 IKU Berstatus Abu-Abu : 1 
 

Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-One DJBC Tahun 

2016 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut : 

  

21 IKU Hijau, 88%

1 IKU Kuning, 
4%

1 IKU Abu-abu, 
, 4%

1 IKU Merah, 
4%
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Tabel 3.1 Capaian Kinerja DJBC T.A. 2016 

KODE IKU 

Tahun 2016 

Target Realisasi % 

SS-1 Peningkatan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sislognas 

1a-CP Waktu penyelesaian proses kepabeanan 1,2 hari 0,81 hari 120% 

SS-2 Penegakan hukum yang efektif  

2a-CP 
Persentase hasil penyidikan yang telah 
dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) 

60% 94,87% 120% 

2b-N 
Persentase kemenangan sengketa banding di 
Pengadilan Pajak 

30% 66,94% 120% 

SS-3 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 

3a-N 
Persentase realisasi penerimaan bea dan 
cukai 

100% 97,15% 97,15% 

3b-N 
Jumlah peningkatan penerimaan bea dan 
cukai 

Rp 3 T Rp854 M 0% 

SS-4 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 

4a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan 
4  

(Skala 5) 
4,04 101% 

SS-5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 

5a-CP 
Persentase kepatuhan importir jalur prioritas 
kepabeanan 

80% 86,94% 108,67% 

5b-N 
Persentase piutang bea dan cukai yang 
diselesaikan 

82% 93,32% 113,80% 

SS-6 Analisis perumusan kebijakan yang optimal 

6a-N 
Indeks penyelesaian rumusan kebijakan di 
bidang kepabeanan internasional 

3  
(Skala 4) 

3,67 120% 

6b-N 
Deviasi proyeksi perencanaan kas 
pemerintah pusat 

5% 2,74% 120% 

SS-7 Peningkatan pelayanan prima 

7a-N 
Rata-rata persentase realisasi janji layanan 
unggulan 

100% 114,19% 114,19% 

SS-8 Edukasi dan komunikasi yang efektif 

8a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi 
79  

(Skala 
100) 

82,43 104,34% 

SS-9 Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai 

9a-CP 
Persentase keberhasilan pelaksanaan Joint 
Audit 

88,2% 104,78% 118,80% 

9b-N 
Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran 
kepabeanan dan cukai 

80% 94,75% 118,44% 
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KODE IKU 

Tahun 2016 

Target Realisasi % 

9c-N 
Indeks efektivitas pelaksanaan audit 
kepabeanan dan cukai 

4,25  
(Skala 5) 

4,50 105,88% 

SS-10 Pengendalian mutu yang optimal 

10a-CP 
Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 
LK BUN yang ditindaklanjuti  

48% N/A N/A 

10b-N 
Rata-rat persentase tingkat efektivitas 
monitoring dan pengawasan kepatuhan 
internal 

85% 97,1% 114,24% 

10c-N Persentase hit rate dari importasi jalur merah 25% 34,70% 120% 

SS-11 SDM yang kompetitif 

11a-N 
Persentase pemenuhan standar soft dan hard 
competency 

90% 95,84% 106,49% 

SS-12 Organisasi yang kondusif 

12a-CP 
Persentase implementasi inisiatif 
Transformasi Kelembagaan 

87% 100% 114,94% 

12b-N 
Tingkat penyelesaian pengembangan jabatan 
fungsional 

70% 100% 120% 

SS-13 Sistem manajemen informasi yang andal 

13a-CP Tingkat downtime sistem TIK 1% 0,30% 120% 

13b-N 
Persentase penyelesaian tahapan integrasi 
sistem kepabeanan dan cukai 

75% 99,79% 120% 

SS-14 Pengelolaan anggaran yang optimal 

14a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95% 97,06% 102,17% 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 108,46 

Keterangan :  CP = IKU yang di-cascade dari Kemenkeu-Wide; N= IKU Non-Cascading 
Indeks Capaian IKU maksimal 120% 
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B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA 
 

SS-1  PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG DALAM RANGKA 

MENDUKUNG SISLOGNAS 

 

Kelancaran arus barang adalah variabel yang penting dalam 

meningkatkan kemampuan daya saing produsen dalam negeri, untuk itu 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  yang tugas dan fungsinya memiliki peran 

strategis dalam memastikan terwujudnya kelancaran arus barang masuk dan 

keluar Daerah Pabean berusaha untuk selalu meningkatkan kinerjanya yang 

berpengaruh pada kelancaran arus barang. Capaian Sasaran Strategis 

Peningkatan Kelancaran Arus Barang Dalam Rangka Mendukung Sislognas pada 

tahun 2016 sebesar 120%. Capaian ini diperoleh dari indeks capaian IKU Waktu 

Penyelesaian Proses Kepabeanan. 

 

Gambar 3.2 Pelabuhan Bongkar Muat 
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1a-CP   Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan 

IKU Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan (Customs Clearance Time) 

bertujuan untuk mempercepat kinerja proses pengeluaran barang impor sebagai 

upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta untuk mengukur 

kehandalan sistem yang telah diterapkan dalam rangka mendukung sistem 

logistik nasional (sislognas). 

Customs clearance time 

merupakan salah satu mata 

rantai dalam proses pergerakan 

arus barang sebagai bagian dari 

dwelling time. Dwelling time 

adalah lama waktu sejak barang 

impor dibongkar dari kapal 

sampai dengan barang keluar 

dari pelabuhan. Indikasi 

perhitungan dwelling time adalah 

lamanya kontainer impor ditumpuk di pelabuhan (waktu penumpukan 

kontainer di pelabuhan). 

 
Gambar 3.4 Komponen Dwelling Time Barang Impor 

Dwelling time dapat dibagi menjadi pre-clearance, custom clearance dan post-

clearance. Aktivitas pre-clearance adalah proses sejak kedatangan sarana 

pengangkut hingga peti kemas diletakkan di tempat penimbunan sementara 

(TPS) dan peninjauan nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 

Customs Clearance Time khususnya untuk kegiatan impor dimulai dari waktu 

Gambar 3.3 Proses Bongkar Muat Barang 
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importir/PPJK melakukan loading Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke sistem 

in house Bea Cukai sampai dengan waktu penerbitan Surat Persetujuan 

Pengeluaran Barang (SPPB). Aktivitas post-clearance adalah peti kemas diangkut 

keluar pelabuhan dan pembayaran ke operator pelabuhan. 

Dalam proses dwelling time, DJBC berkontribusi terhadap kinerja Customs 

clearance time untuk mempercepat proses penyelesaian kewajiban kepabeanan 

barang impor sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi 

lebih cepat yang diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional 

Indonesia.  

Setiap barang impor yang masuk ke dalam daerah pabean dilakukan 

pemeriksaan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang 

melekat pada importir dan barang. Perpaduan antara profil importir dan profil 

komoditi tersebut yang menghasilkan penjaluran barang impor. Jenis penjaluran 

barang impor antara lain jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, jalur Mitra Utama 

(MITA) Non Prioritas, dan jalur MITA Prioritas. Tiap-tiap jalur tersebut 

mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, untuk jalur merah dilakukan 

proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan 

pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Untuk 

jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang 

impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tapi dilakukan penelitian 

dokumen sebelum penerbitan SPPB. Adapun jalur hijau merupakan proses 

pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan 

pemeriksaan fisik, tapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat 

Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Sedangkan dua jalur prioritas, yaitu 

MITA Non Prioritas dan MITA Prioritas memungkinkan proses pengeluaran 

barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. 

Perbedaannya pada importir jalur MITA Non Prioritas tetap akan dilakukan 

pemeriksaan untuk barang ekspor yang diimpor kembali (reimpor), barang yang 

terkena pemeriksaan acak, atau barang impor sementara. Penjaluran ini 

merupakan proses pengawasan yang dilakukan petugas Bea Cukai dalam 
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pelayanan kegiatan impor agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab 

Waktu penyelesaian proses kepabeanan yang diukur meliputi 

penyelesaian seluruh dokumen impor yang meliputi jalur merah, jalur kuning, 

jalur hijau, dan jalur Mitra Utama karena merepresentasikan seluruh pengguna 

jasa yang terlibat dalam proses importasi di pelabuhan. Hal ini sejalan dengan 

pengukuran dwelling time yang mengukur waktu pengeluaran kontainer sejak 

dibongkar dari kapal sampai dengan kontainer keluar dari pelabuhan untuk 

semua jalur. 

Monitoring terhadap Customs Clearance Time dilakukan terhadap kegiatan 

layanan importasi pada seluruh kantor pelayanan Bea dan Cukai. Guna 

mendukung alokasi sumber daya secara optimal dan fokus terhadap importasi 

yang mendorong perekonomian nasional, Customs Clearance Time secara khusus 

dimonitor dengan pengukuran pencapaian IKU Customs Clearance Time terhadap 

kegiatan layanan importasi pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 4 (empat) 

pelabuhan utama, yaitu: 

1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, 

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Tanjung Perak, 

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Belawan, dan 

4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean 

Tanjung Emas. 

Keempat pelabuhan tersebut memiliki persentase kagiatan importasi 

terbear secara nasional. Hal ini dapat terlihat dari besarnya kontribusi total 

jumlah dokumen PIB (69,8%) dan total jumlah TEU (92,7%) keempat pelabuhan 

tersebut dibandingkan data importasi nasional. Adapun rincian kontribusi 

dimaksud adalah sebagai berikut : 
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